SN et
& ' & LEMBARAN = DAERAH i
. ‘ABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BANYUMAS SR |
2 TAHUN 1995 SERI : D ' ONO i 15
o
fffig;””””’w S e

n DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 BANYUMAS
R
aTV

NOMOR 18 TAHUN 1995

TENTANG

pEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA

pDINAS CIPTA KARYA KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

gUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otono-—

Mgdmba”g mi vyang nyata, dinamis dan
gung Jawab dengan titik
Daerah Tingkat 11

bertang-
berat di

berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun
1995 dan Peraturan

Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Namor 2

Tabun 1993, telah diserahkan sebagian
urusan pemerintahan di bidang Peker-
jaan Umum Cipta Karya kepada _Daerah
Tingkat IT sebagai
"Tangga Daerah ;

Urusan Rumah

b. bahwa dengan adanya penyerahan urusan

tersebut maka Susunan Organisasi dar
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/ ~.
Q\’ .. pinas Pekerj
e Tatake"la et o ERErJaan y,, )
f | 'aiméha diatur dalam Per‘tdp m 3
9 en paerah Tingkat jy n D-.‘b\
%
K

t
KabUpa
1 Tahun 1979 _
Nomo" . oleh k SUdap, "Wu%
cesudl 1agls arena ; t‘\
.y kemball ;3 tu oy
o

hubungan dengan ha) "
Dntuk meningkatian Penye L gne 3%,
: dan pembangUnan gawh

guna dan berhasjlguna sece
bidang Pekerjaan y, h“s:h
ka perlu mengatur Um i:
sasi dan Tataker; Pm%EH
=] . N

dengan Pera
turan Dae ““s
r-
b

wa S€

perday?@

Karya, mé
tukan Organil

cipta Karya

undang-undang Nomor 13 Tah
un
pembentukan DaErah_ 1%0

dalam Lingkungan

Mengingat
tentang

Kabupaten
Jawa Tengah ;

5. undang-undang Nomor 5 Tap
tentang Pokok-pokok PEmerin:n
paerah (Lembaran Negara ahan i
Indonesia Tahun 1974 Nomor RemmLu
bahan Lembaran Negara Républis’ Tan-

Indo-

nesia Nomor 3037) ;

1974 |

3. l;:g;turan Pemerintah Nomor
tentang Penyerahan gsTahun
®bagian

Urusa 1 i
"Epad: g;e bidang Pekerjaan

Republ ik rah (Lembaran Unua
Arige i Indonesia Tahun 198 Negar,
; ; aml?ahan Lembaran Nega 7 Nonor
ndonesia Nomor 3353) ; ra Republik
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/

4.

Peraturan Pemerintah Nomor & ‘l‘eﬂ"n\.ir'iﬂ'"'r
1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah dengan Titik Berat pada Daerah
Tingkat Il (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tam-

bahan Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Nomor 3487) 3

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua
puluh enam) Daerah Tingkat 11 Percon-—

tohan (Lembaran  Negara Republik
Indonesia  Tahun 1995 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3590) ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

39 Tabun 1992 tentang Pedoman Orga-
nisasi Dinas Daerah; - B

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah dan Wilayah

]
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk Per-
aturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

10. Keputusan Menterj Dalam
4 1 105 Tahun 1994  tene
: Proyek Percontohan Dtonopelqk
Pada Daerah Tingkat pg mi %

Keputusan Menteri Dalap N

11.
44 Tahun 1995 tentang Peszsrl i
nisasi Daerah Padga Da@"'ah Map, DQ%P
Percontohan . lngkqt"gk

12. Peraturan Daerah PrDDinsi
Tingkat I Jawa Tengah Nome,-
1995 tentang Penye,..ahan 2 T
Urusan Pemerintahan Sebagi
Propinsi Daerah Tingkat I Ja:me,.. "'t:n
Di Bidang Lalu Lintas g, n%:

Jalan, Pekerjaan Umum

‘Pekerjaan Umum Bina ”arga, P

Umum Cipta Karya, Pef‘tam -ian |

Tenaga Kerja, dan Pe”ambahan B ng‘.m’l E

han Sebagian Urusan pe,ner.intaihye,.a\ ,

‘Bidang Kepariwisataan kepagg o 4

Tingkat II Banyumas (Lembaran Reryy,

Propinsi Daerah Tingkat I Jawg Taarah |

Tahun 1995 Nomor 4 Seri D) , ®ngay,

1
aTe

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat D
Kabupaten Daerah Tingkat I1I Banyumas 2erap

1
|

MEMUTUSKAN -

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERA
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG

TUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINas
CIPTA KARYA KABUPATEN DAERAH TINgkar

II BANYUMAS.
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pa
ar

BAB 1 i l‘

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

st peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan ¢

paerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyu-
masi
pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

paerah Tingkat I Banyumas;

pupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
tingkat II Banyumas;

pewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Banyumas;

pinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya
Kabupaten Daerah Tingkat I1 Banyumas;

cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas yang
mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau
beberapa Kecamatan ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas vyang selanjutny:
disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagial
tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis terten
tus;

jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjuk
kan ‘tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak sec
rang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisa:
yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pa
keahlian dan atau keterampilan tertentu ser
bersifat mandiri.
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& § ® 11

/‘\ & :
~ g7 EMBENTUKAN

/ pAB

Pasal Z
Daef’ah ini dibentuk Din
peratur’an s g
Dengan bh
Karyé:
BAB I11I
gaS POKOK DAN FUNGsy
KAN, TU
KEDUDU
pPasal 3
. ta Karya adalah Unsur Pelaksang Pe
(1) pinas Clpah yang dibentuk ber‘dasarkan kEwEmerih\
tah Dlaec'l’an penyefahan urusan lebih lanjyt na"%n
pangka i urusan rumah tangga ®Dag,
paerah sebaga ®ry, v
pidang cipta karya = 4
cCipta Karya dipimpin oleh seoran

(?) pinas
pinas yang be
kepada Bupatl

rada dibawah dan bertanggyn K?pﬂla
Kepala Daerah. Janb

Pasal 4

pinas Cipta Karya mempunyal tugas pokok me]akg

: a
Rumah Tangga Daerah dalam bidang Cipta Nakgp

Urusan : . e
yang menjadi tanggung jawabnya meliputi tata ) rya
bangunan, perumahan dan penyehatan lingkungan :n

' Per.

ijinan bangunan, tata bangunan dan tugas Pembant
yang diberikan oleh Pemerintah atau Uan

Pemerj
Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Srintah
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R/

Pasal s
len :
untuk mEZZTam gg:::kan tugas pokok sebagaimana
'makﬁud . 4 Peraturan Daerah ini Dinas
d%pta Karya mempunyai fungesj . R
1l

S. Perumusan dZiFEncanaan kebijaksanaan teknis pem-
banq?“an J pen9?¥olaan’ Pembinaan, pemberian
pimbingan .an PErijinan sesuaj dengan kebijaksa-
naan yang ditetapkan Bupati Keapala Daerah ;

. pengawasan Qan Pengendalian teknis di bidang cipta
karya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah 3

. pengelolaan tata usaha Dinas 3 ‘

4. pengelolaan cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
pinas s '

BAB IV
ORGANISASI
Pasal &

(1) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya . terdiri
dari 3 :

a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari

1. Urusan Umum ;

2. Urusan Kepegawaian ;

3
3. Urusan Keuangan ;

c. Seksi Tata Bangunan terdiri dari

1. Sub Seksi Perencanaan Teknis
2. Sub Seksi Pembangunan

3. Sub Seksi Pengelolaan

-
3
.
]
-
3

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

) §

(2)

(3)

(4)

d. Seksi pematusan dan Air Limbah
. 1. Sub geksi Perencanaan Tg

2. Sub geksi Pelaksanaan

b Seksi Pengelolaan :

uihi ;'ﬁﬁ
‘p{ W

{

ten

»
k"is ‘

3- su

geksi ALr Bersih, terdirirdari
1, Sub seksi Perencanaan Teknis.
>, sub Seksi Pelaksanaan

3. Sub cseksi -Pengelolaan

»
2

seksi Kebakaran, terdiri darj .
1. Sub Seksi Pencegahan ;
2.  Sub Seksi Pemadaman ;

3. Sub Seksi Sarana dan Labofatar-
1y

g. Cabang Dinas.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional,

Sub Bagian Tata Usabha dipimpin
Kepala Sub Bagian Tata Usaha d , - s
P 8N Seksj d‘EQ‘%

oleh seorang Kepala ' Seksi yang ‘masip, anmn
berada dibawah dan bertanggung jawap ”hshg

Kepala Dinas.  Kepyy,

Qleh

Cabang Dinas dipimpin oleh Seorang Kepaj
Dinas yang berada di bawah dan h

kepada Kepala Dinas.

ap
ber tanggungjazgg

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh
Kepala UPTD yang berada di bawah dan

jawab kepada Kepala Dinas.

seol"an
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Kelﬂmpok Jabatan Fungsional d
(5’ naga Fungsional yang
::tua Kelompok dan

cepala Dinas.

ipimpin oleh searang
paling senior sebanai
bertanggung jawab kepadca

Pasal 7

gusunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal & 38yat (1) huruf a s/d f dan i Peraturan

paerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan
pupati Kepala Daerah,

2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang
( pinas Cipta Karya Serta pembentukan Organisasi
dan Tatakerja UPTD Cipta Karya akan ditetapkan

kemudian, = setelah mendapat persetujuan . dari
Menteri Dalam Negeri.

(3) Bagan Organisasi Dinag Cipta Karya tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tak

terpi-
sahkan dari Peraturan Daerah ini.
_BAB A\
TATAKERJA
Pasal 8
Tatakerja Dinas Cipta Karya diatur lebih

lanjut
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah. .

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN
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ok pasal 9
.. kepangkatan ser
patan ©° o di ta gy
Jenjang a8 ipta Karya latur Ses,
: undang-undan
gawais” o, peratur? A 94N yan

KETENTUAN PENUTUP
pPasal 10

um diatur dalam Peraturan
ai pelaksanaannya akan diaierah |
i Kepala Daerah ur 1EE;

-hal yang bel
mengen

Bupat

Hal
gepanjang
lanJUthIEh

Pasal 11

Dengan perlakunya Peraturan Daerah inij, nak
turan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat - a

Nomor 11 Tahun 1979 tthang Susunan Organisa Yung,

Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten day

gkat Il Banyumas dinyatakan tidak ber]ag, . qery,
agj

Tin

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pagy

diundangkan. tanggy)
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supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
tahkan pengundangan Peraturan Daerah  ini

emer pe enempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
zeng Tiﬂgkat I1I Banyumas.

pae™®"
Ditetapkan di Parwokerto
pPada tanggal 10 Maret 1995

N pERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
pENSP TEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II BANYUMAS
KAB BANYUMAS -
Ketua,
caP; ttd Cap. ~ ttd.

‘H. WARSONO 'H.DJOKO SUDANTOKO

sturan Daerah ini telah disahkan

dengan Surat
Perutusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Keﬁgah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995
Te

undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
glngkat 11 Banyumas Nomor 135 tanggal 28 Juli 1995

geri D
Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ‘ ttd.

Drs. SOEDIMAN

Pembina
Nip. : 500 034 842

a:\sjdilcipkar
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PER

I.

ATAS

NOMOR 18 TAHUN 1995 N

TENTANG

ATURAN pAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT ;
X
B

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN Tarq,.
DINAS CIPTA KARYA Rag

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Ii BANYUMag

PENJELASAN UMUM

Penyerahan Sebagian Urusan PEmErin
Bidang Pekerjaan Umum telah diatur dengantahan
R

n Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987, e"atdi

ra e

Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Omgy.
Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam; -U'Usa:
Tingkat II Percontohan dan Peraturap Daey ae’”ah
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor ;h )
1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pen |
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah > er
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PekE'f'J'aan ldang

Fengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pek Umyp,
Umum Cipta Karya, Pertambangan, TF—‘naga :"jéen
Sosial dan Penambahan Penvyerahan SEbagian Uerja,
Pemerintahan di Bidang KePari”iSataan .Krusan
cemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 ény::,:da

5,

Dinas Pekerjaan Umum dibagi menjadi 3 (tiga) pj
1nas

baru vyaitu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan D
v Plnas
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<

an umum Bina Marga dan Dinas Pekerjaan Umum

ekeJa Karya« Dengan adanya perubahan dimaksud
Eﬂﬂﬂ mengatur Pembentukan Organisasi dan Tataker—
PerlQ 45 Cipta Kayra dengan Peraturan Daerah.
., D3P
i® .
Urugan—urusa” Yyang diselenggarakan oleh
cipta Karya adalah sebagai berikut :
pif
nyusunan Rencana Umum Tata Ruang Dati II
. ZZsErta program pemanfaatan ruang untuk Dati II

Kabupaten dan rencana detail Tata Ruang untuk
Stuan kawasan pengembangan, kecuali Dati II
Eabupaten dan satuan-satuan kawasan pengem-

angan Yang mempunyai kepentingan Nasional
b atau Dati I.

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota beserta

progranm pemanfaatan ruang untuk kota, rencana
getail tata ruang untuk kawasan kota, kecuali

Kawasan yang mempunyali kepentingan Nasional dan

penyusunan Rencana Teknik Ruang, dan pengenda-—

yian pemaﬁfaatan ruang untuk satuan pemukiman,
kecuali satuan pemukiman yang mempunyai :

kepen-

ringan Nasional dan atau Dati I.
A penyusunan  rencana teknik ruaﬁg, penyiapan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawa-

san untuk kota, kecuali kawasan kota yang
mempunyai kepentingan Nasional dan atau Dati I.

5.‘pengaturan_dan pembinaan pembangunan

peserta prasarana dan fasilitas
perumahan.

perumahan
lingkungan
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AN

pemeliharaan

d
- papgunans A , an
5, C& Jrana dan fasilitas llngkungah he
f’\a‘:-’ ¢ p&r\
ngawasan
Peﬁgatur dan pe 2manfaat;irhada pe Qhﬁh \}‘
7 pemeliharaan dan P banguhan'ﬂbahg ‘
gQ llr]
ihar gy, 'y
Pembangunan: pemes 2an dan " tmg\
. n umum v
° angunan pelayans b ’ lapanganehggl
b man dan pekuburan umum, Sl
G D"'\g%n
A
9. pengaturan dan pengawasanthrhadap Usap, '
| nanggulangan bahayg | ahy
han dan PE by R
pembangunans pemellharaan_ dan ;
10. orasarana dan sarana penyediaan air behgelgl
11 Pembangunan pemellharaan. dan i
pembuangan sampah, ?lr l1imbah dan mﬁbu
drainase daerah pemukiman. Dr‘aser:ﬂ
My
{7. Pembangunan,  Pemeliharaan  dap Peng
prasaransa dén saraha pembuangan air‘ﬂnh%
daerah pemukiman. “m%h
13. Pembangunan, pemel iharaan dan peng
prasarana dan sarana pelayanan kEberSihaEh”%n
n

14. Pembinaan atas bangunan dan pehc‘elolaal1

prasarana dan fasilitas lingkungan DEFumahahs
_ an

15. Pembinaan atas pengaturan dan PeNngawasan
dap pembangunan, pemel iharaan dan ,

bangunan gedung;j

terha._
PeMmantaaty,

16. Pembinaan atas perencanaan, pembangunan, pe
5 mE-
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~ s

zﬁ} 4 pengelolaan air bersih-pedesaan dengan
, 1i”ar; perpipaan dan sumur artetis j
.ate
i2
. __.an dan pembangunan, pemeliharaan atas
Pembl?glaan prasarana dan sarana penyediaan air
e
17' eﬂgu -
Eerglh ’
, \aan atas pembangunan, pemeliharaan dan
Pembllolaan prasarana dan sarana pembuangan
18- engih air limbah dan drainase pemukiman di
9
58m5 h Tingkat I;-
paé
ELQSAN PASAL DEMI PASAL
J
pEN |
31 | 1 : Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasai 5 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.
PaEal a : Cukup jelas.
Pasal 5 . : Cukup jelas.
Pasal 5 ayat (1) s/d (5) . : Cukup jelas.
pasé 7 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
pasé 9 : Cukup jelas.
Pa5a1 10 : Cukup jelas.
Pas:l 11 : Cukup jelas.
;azal 12 : Cukup jelas.
a

****#**#**tﬂc:\dei\penjalB*************
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